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ABSTRAK 

 

Materi muatan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja 

khususnya dalam bidang Pemerintahan Daerah memiliki potensi yang mengarah 

pada kesimpulan terjadinya praktik resentralisasi kekuasaan yang juga ditemukan 

dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pola tersebut terbentuk dengan 

lahirnya Undang-Undang yang memiliki pengaturan seperti penarikan urusan dari 

pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat 

yang semakin ketat.  

Adanya potensi yang mengarah pada dominasi Pemerintah Pusat atau 

kewenangan Pemerintah Daerah, telah menggeser asas desentralisasi sebagaimana 

telah dijamin oleh UUD 1945. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih dalam 

lagi hal tersebut dengan judul penelitian: Politik Hukum Omnibus Law dalam 

Kewenangan Perizinan Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah, hal ini 

ditujukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana politik hukum Omnibus Law 

Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam hal kewenangan Pemerintah 

Daerah dalam perizinan lingkungan dan apa implikasinya terhadap otonomi 

daerah.  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 

bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

Adapun penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan bagaimana politik 

hukum omnibus law dalam kewenangan perizinan lingkungan di daerah dan 

bagaimana implikasinya terhadap otonomi daerah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa adanya 

peruabahan-perubahan pasal yang menyangkut kewenangan pemerintah daerah 

dalam Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

khususnya bagian Pemerintahan Daerah melahirkan gejala menguatnya 

Pemerintah Pusat yang berujung sentralisme dan hal ini tentu saja melanggar asas 

desentralisasi yang dijamin oleh UUD 1945. 

 

Kata Kunci: Omnibus Law, Otonomi Daaerah, Kewenangan Perizinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The content material in the Omnibus Law of the Job Creation Law, 

especially in the field of Regional Government, has the potential to lead to the 

practice of recentralization of power which is also found in the Regional 

Government Law. This pattern was formed with the issuance of laws that have 

regulations such as withdrawal of affairs from regional governments and 

instruments for approval or evaluation by the central government that are 

increasingly stringent. 

The existence of the potential that leads to the dominance of the Central 

Government or the authority of the Regional Government, has shifted the 

principle of decentralization as guaranteed by the 1945 Constitution. Therefore, 

the researcher wants to examine this matter more deeply with the research title: 

Law Politics of Omnibus Law in Environmental Licensing Authorities from the 

Perspective of Regional Autonomy. This research aims to know for sure how the 

law politics of the Omnibus Law of the Job Creation Law is, especially in terms of 

the authority of the Regional Government in environmental licensing and what the 

implications are for regional autonomy. 

This research is descriptive-analytical library research, using a normative 

juridical approach. This research uses to answer the questions of (1) how the law 

politics of omnibus law is in the authority of environmental licensing in the 

regions. (2) what are the implications for regional autonomy. 

Based on the research conducted, the researcher found that the changes in 

articles concerning the authority of local governments in the Omnibus Law 

Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially the Regional Government 

section, gave birth to symptoms of the strengthening of the Central Government 

which led to centralism and this, of course, violated the principle of 

decentralization guaranteed by the 1945 Constitution. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Gagasan Presiden RI Joko Widodo yang memunculkan Omnibus Law dalam 

penyederhanaan regulasi yang berbelit dan panjang menuai pro dan kontra. Omnibus 

Law yang disampaikan Jokowi pada pidato pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 

2019 dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat 

sasaran. Melansir keterangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 

latar belakang dari munculnya gagasan ini adalah perlambatan ekonomi dan 

ketidakpastian perekonomian global, serta gejolak politik dunia. Akan tetapi ada 

sejumlah poin yang diperdebatkan, terutama dalam Omnibus Law Cipta Lapangan 

Kerja, seperti pemberian upah per jam, kemudahan tenaga kerja asing (KTA), 

pemutusan hubungan kerja dan pesangon, serta risiko krisis ekologi.1  

Omnibus Law sebagai sebuah konsep pembentukan undang-undang yang 

menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi 

dan mencabut banyak Undang-Undang sekaligus. Penggunaan konsep Omnibus Law 

belum terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun 

penggunaan konsep ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk 

mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak, namun masalah regulasi tidak hanya 

                                                             
1 Vina Fadhrotul Mukaromah, “Ditolak dan Didemo Ribuan Buruh, Apa Itu Omnibus Law?” 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/20/162635765/ ditolak-dan-didemo-ribuan-buruh-apa-itu-

omnibus-law?page=all#page2, diakses 15 Februari 2021.  



itu, masih ada masalah disharmonis, tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai 

dan ego sektoral dari lembaga pembentuk.  

Kemudian, dalam penerapan Omnibus Law harus memenuhi prinsip 

transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.2 Transparansi yang dimaksud adalah 

bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. 

Partisipatif berarti suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada 

partisipasi publik, sedangkan Akuntabilitas bermakna dimana setiap proses dan hasil 

pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Adapun tujuan dibuatnya Omnibus Law menurut Presiden Jokowi adalah 

untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia 

sehingga regulasi harus disederhanakan, dipotong dan di pangkas jumlahnya.3 

Pemerintah mempunyai keinginan politik (Political Will) untuk penataan regulasi, 

karena Indonesia masih menghadapi problem regulasi. Problem regulasi tersebut 

terjadi karena ada banyak regulasi (Overregulatocracy) yang tersebar dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya yang diambil dengan menerapkan 

Omnibus Law melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.4 

Penataan regulasi dengan kebijakan reformasi hukum merupakan keinginan 

politik dengan membenahi peraturan perUndang-Undangan yang dinilai tumpang-

                                                             
2 Ibid.,hlm. 1. 
3 Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: 

Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundangan-perundangan Indonesia,” Jurnal 

Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nsional, Vol. 9:1 (April 2020), hlm. 18. 
4 Shanti Dwi Kartika, “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja,” Bidang Hukum Info 

Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Actual Dan Strategis, Vol. 12:20 (Oktober 2020), hlm. 1. 



tindih dan menyulitkan. Untuk menindak lanjuti keinginan politik tersebut maka 

dibentuklah RUU Cipt kerja, yang kemudian menjadi Undang-Undang cipta kerja. 

Kemudian dengan adanya persetujuan bersama (Legal Approval) antara Presiden 

dengan DPR RI pada 5 Oktober 2020, menjadi suatu kebijakan hukum (Legal 

Policy). 

Sebagai legal policy Undang-Undang cipta kerja merupakan prestasi legislasi 

untuk reformasi hukum di Indonesia. Namun kehadiran Undang-Undang ini 

menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. dari prosedur pembentukannya maupun 

materi muatan yang mengandung masalah, publik menilai Undang-Undang ini 

sebagai produk legislasi yang buruk. Menjadi sangat menarik jika dilihat dari 

perspektif politik hukum, hal ini dapat dilihat dari saat masih rancangan Undang-

Undang dan ketika sudah menjadi suatu kebijakan hukum (Legal Policy).  

Untuk menentukan arah kebijakan hukum suatu negara seperti halnya 

peraturan perUndang-Undangan tidak bisa dipisahkan dari politik hukum. Politik 

hukum Omnibus Law dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan, hingga perundangan. Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja 

bermula dari keinginan politik (Political Will) Presiden untuk membentuk Undang-

Undang Cipta Kerja dengan metode hukum untuk semua/segalanya (Omnibus Law). 

Ini dimaksudkan untuk penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang 



menghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan 

menengah melalui Omnibus Law berupa UU Cipta Kerja.5 

Adanya political will dari Presiden Joko Widodo untuk membuat UU Cipta 

Kerja sebagai Omnibus Law merupakan awal tahap perencanaan. Ini merupakan 

wujud transplantasi Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundangundangan 

di Indonesia. Omnibus Law dikenal sebagai metode pembentukan Undang-Undang 

untuk mengubah dan memadukan pengaturan secara sekaligus yang berasal dari 

berbagai Undang-Undang. Metode ini berbeda dengan metode pada umumnya, 

karena ruang lingkupnya mencakup materi muatan yang beragam dan pasal yang 

banyak, serta mempunyai tingkat kompleksitas tinggi. 

Metode Omnibus Law diimplementasikan dalam Undang-Undang Cipta 

Kerja, dengan membentuk suatu kumpulan perubahan yang berasal dari 79 (tujuh 

puluh sembilan) Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang. Namun, metode ini 

tidak menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja lebih tinggi daripada Undang-Undang 

lainnya. Keuntungan menggunakan metode ini, yaitu mempersingkat proses legislasi, 

mencegah kebuntuan dalam pembahasan, efisiensi biaya proses legislasi, harmonisasi 

pengaturan akan terjaga. Adapun kelemahannya, yaitu pragmatis dan kurang 

demokratis, membatasi ruang partisipasi, mengurangi ketelitian dan kehati-hatian 

dalam penyusunan, dan potensi melampaui ketentuan dalam konstitusi.6 
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Politik hukum ini berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan negara, yaitu 

Indonesia sebagai negara hukum. Peraturan perUndang-Undangan merupakan 

instrumen penting dalam negara hukum, untuk memastikan keteraturan dalam 

penyelenggaraan negara. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini tidak bisa 

dilepaskan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. 

Peraturan Perundang-undangan sebagai kebijakan publik mempunyai 

indikator konstitusional sebagai pembenar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila sebagai 

pandangan hidup bangsa serta tujuan bernegara dan fungsi negara dan norma dalam 

batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945. Indikator konstitusional ini merupakan titik tekan dari politik hukum material 

yang seharusnya tergambar dari materi muatan peraturan perundang-undangan.7 

Meski demikian, Undang-Undang Omnibus Law ini pada proses 

pembahasannya jauh dari kata ideal, di tengah seruan dan kebijakan pembatasan jarak 

(Physical Distancing) pemerintah. Lebih dari itu, secara substansial, Undang-Undang 

ini berpotensi merusak kewenangan otonomi daerah: kewenangan pelaksanaan urusan 

dan fiskal. Sebab, otonomi daerah membuka lebar-lebar struktur kesempatan bagi 

penciptaan sumber-sumber pertumbuhan dan pusat-pusat ekonomi baru. Ruang 

kesempatan ini diperoleh karena daerah memiliki modalitas kuat yaitu kewenangan 

urusan dan fiskal. Berbekal modalitas ini, daerah memiliki ruang untuk berinovasi 
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dalam melakukan pelayanan publik, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan daya 

saing.8 

Beberapa materi muatan dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja 

telah nyata-nyata mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada 

pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten berdasarkan Pasal 18 Ayat (5) 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NKRI 1945) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur 

dengan Undang-Undang’’. Pemangkasan beberapa kewenangan yang dimiliki 

pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan/atau kota), di antaranya, sebagai 

berikut:9 Pertama, Hilangnya kewenangan memproses dan menerbitkan analisis 

mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) dan izin lingkungan (Pasal 22). Kedua, 

Hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi (Pasal 40). 

Pemangkasan kewenangan ketenagalistrikan (Pasal 42). Ketiga, Hilangnya 

kewenangan memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus (Pasal 150).  

Materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menguatkan pola yang 

mengarah pada kesimpulan terjadinya praktik resentralisasi kekuasaan yang juga 
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ditemukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pola tersebut terbentuk 

dengan lahirnya Undang-Undang yang memiliki pengaturan seperti penarikan urusan 

dari pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah 

pusat yang semakin ketat. 

Praktik resentralisasi ini sejatinya telah melanggar original intens yang 

melahirkan ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa otonomi seluas-

luasnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Arah dan pola resentralisasi tersebut tentu 

melanggar asas desentralisasi yang susah payah dibangun dan bahkan dijamin dalam 

konstitusi.10 

Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari 

pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah 

otonom). Desentralisasi juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang 

memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan 

negara.11 

Gelombang protes datang dari berbagai elemen, mulai dari aktivis mahasiswa 

dan juga akademisi, termasuk dari sejumlah kepala daerah, sehari setelah Omnibus 

Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

RI. Tercatat ada enam gubernur, sepuluh walikota/bupati yang secara terbuka, baik 

tertulis melalui surat resmi maupun secara lisan, menyampaikan aspirasi penolakan. 
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Beberapa seperti gubernur Kalimantan Timur bahkan secara tegas menyatakan 

penolakannya terhadap Undang-undang kontroversial ini. 

Beberapa hal yang mendasari Penolakan ini bisa dipahami karena. Pertama, 

sebagaimana yang juga menjadi salah satu pokok penolakan beberapa elemen 

masyarakat, proses sejak pengusulan hingga pengesahan sangat terbatas dan tidak 

melibatkan partisipasi publik secara luas, serta terburu-buru dan mengalahkan 

prioritas Undang-Undang lainnya. Termasuk yang tidak dilibatkan oleh Presiden dan 

DPR adalah otoritas daerah. Walikota Bogor, Bima Arya, misalnya, yang juga adalah 

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Seluruh Kota Indonesia (APEKSI) menyatakan 

bahwa legislasi sama sekali tidak melibatkan APEKSI meskipun banyak aturan di 

Undang-Undang tersebut melibatkan peran dan kewenangan Pemerintah Kota.12 

Kedua, penolakan para kepala daerah ini sangat bisa kita pahami karena 

Undang-Undang Cipta Kerja secara signifikan mengubah peran dan fungsi 

pemerintahan daerah, terutama dari sisi kewenangan. Meskipun tidak mudah melacak 

ketentuan tentang kewenangan daerah dalam Undang-Undang baru ini karena naskah 

akhir terdapat simpang siur, tapi jika kita melihat pada naskah yang diketok palu 

tertanggal 5 Oktober 2020 (berjumlah 905 halaman), sejumlah hal krusial patut 

menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa pasal seperti pasal 17 memangkas 

kewenangan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam hal tata ruang. Dalam Pasal 8 Ayat 

2 disebutkan sejumlah kewenangan pemerintah pusat yang meliputi perencanaan, 

                                                             
12 Sri Lestari Wahyuningroem, “Bagaimana Omnibus Law Ciptaker Mengangkangi Otonomi 
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diakses 12 Januari 2020. 



pengendalian, pemanfaatan, dan penetapan ruang wilayah nasional. Sedangkan 

wewenang pemerintah daerah, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat) adalah pengaturan, pelaksanaan, dan kerjasama 

antar provinsi.13 

Tentu pembatasan ini akan sangat berpengaruh pada kewenangan pemerintah 

daerah, karena hanya pemerintah pusat yang menentukan apa dan dimana lokasi 

pembangunan nasional tanpa harus ada persetujuan pemerintah daerah. Pembatasan 

ini mengubah aturan sebelumnya di UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

yang mengatur kewenangan pemda dalam tata ruang. Versi terakhir Undang-Undang 

Cipta Kerja (yang berjumlah 812 halaman) tidak banyak mengubah aturan ini.14 

Disamping soal tata ruang, Undang-Undang Ciptakerja juga membatasi peran 

pemda dalam hal pemberian izin lingkungan untuk pengusaha (Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan/AMDAL). Pasal 22 Undang-Undang Ciptaker mengubah secara 

substantif UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, termasuk menghapuskan kewenangan pemda dalam menilai dan menetapkan 

amdal perusahaan.15 

Salah satu konsekuensi penting dari pembatasan peran dan wewenang pemda 

ini adalah penurunan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Sebagaimana disoroti 

oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pengambilalihan 

kewenangan perizinan kepada pemerintah pusat menyebabkan pemda tidak bisa 
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mendapatkan retribusi dari pelayanan dan perizinan berusaha. Padahal retribusi ini 

adalah salah satu sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) terbesar bagi 

Pemerintah Daerah.16 

Di samping itu, besar kemungkinan Pemerintah Daerah juga enggan 

menjalankan fungsi pengawasan jika perizinan diberikan tanpa melalui kewenangan 

pemda. Hal yang sama juga bagi perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), yang juga menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar. 

Tentu saja konsekuensi yang paling penting adalah aturan-aturan di dalam 

Undang-Undang Cipta Kerja ini fakta bahwa ia mengangkangi semangat otonomi 

daerah yang dimandatkan dalam konstitusi dengan sentralisasi kewenangan ke 

pemerintah pusat dan pemda sebagai pelaksana. Undang-Undang ini juga mengubah 

secara mendasar pemahaman terhadap urusan pemerintahan konkuren (urusan yang 

dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah) sebagaimana diatur dalam UU No. 23 

tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Cipta Kerja mensyaratkan 

bahwa hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) harus disesuaikan dengan 

intensi dari Undang-Undang ini.17 

Intensi terbesar tentu saja adalah memastikan investasi masuk tanpa 

hambatan, meski dalam kenyataan di banyak tempat, intensi ini memunculkan 

bentuk-bentuk penggusuran dan pemaksaan disertai kekerasan terhadap masyarakat. 

Bentuk sentralisasi kekuasaan seperti ini, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan 
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MPR (TAP MPR) X tahun 1998, “menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan 

hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab”.18 

Tentu perlu diapresiasi adanya keinginan untuk menyederhanakan berbagai 

kemacetan perizinan dan birokrasi yang menghambat usaha di berbagai daerah. 

Beberapa studi pernah dilakukan oleh sejumlah elemen tentang hal ini. Misalnya saja 

yang pernah dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 

(2016), yang menekankan pada perlunya reformasi birokrasi dan transparansi serta 

penghapusan korupsi.19 

Studi-studi ini menempatkan masalah utama pada regulasi nasional yang 

memayungi perizinan di daerah yang tidak sinkron antar institusi. Solusi sentralisasi 

kewenangan ke pemerintah pusat yang ditawarkan Undang-Undang Ciptaker tidak 

merespons masalah tersebut, malah berpotensi semakin memperumit terutama karena 

Undang-Undang ini harus diturunkan dalam banyak Peraturan Pemerintah (PP).20 

Oleh sebab itu dengan pemaparan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk 

kemudian meneliti arah kebijakan perizinan lingkungan dalam Undang-Undang 

Omnibus Law ini yang sangat berdampak signifikan terhadap kewenangan otonomi 

daerah. Maka kajian tentang politik hukum dan otonomi daerah menjadi penting 

untuk dianalisis secara konprehensif pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus 

Law oleh Presiden dengan DPR RI pada 5 Oktober 2020, dengan judul penelitian: 
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Politik Hukum Omnibus Law dalam Kewenangan Perizinan Lingkungan Otonomi 

Daerah. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana politik hukum omnibus law dalam kewenangan perizinan 

lingkungan di daerah dan bagaimana implikasinya terhadap otonomi daerah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan tentang bagaimana politik 

hukum Omnibus Law dalam kewenangan perizinan lingkungan di daerah serta 

bagaimana implikasinya terhadap otonomi daerah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademis, kegunaan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat 

mendapatkan gelar strata satu (S1). 

b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat 

pemahaman hukum tata negara mengenai politik hukum Omnibus Law 

yang berdampak pada kewenangan otonomi daerah, dan juga diharapkan 

dapat memberikan pengayaan dalam memahami permasalahan Undang-

Undang serta dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan. 

D. Telaah Pustaka 

Berbagai penelitian yang mengkaji tentang politik hukum Omnibus Law Cipta 

Kerja sudah pernah dikaji. Agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian 



yang lainnya, maka penulis mengkaji secara khusus mengenai politik hukum 

Omnibus Law dalam kewenangan otonomi daerah. Adapun penelitian yang pernah 

dilakukan berkaitan dengan skripsi penulis sebagai berikut. 

Pertama, artikel Shanti Dwi Kartika,’’Politik Hukum Undang-Undang Cipta 

Kerja’’, artikel ini menjelaskan tentang politik hukum Undang-Undang cipta kerja 

saat masih rancangan Undang-Undang dan politik hukum ketika sudah menjadi 

kebijakan hukum (Legal Policy). Artikel ini juga menjelaskan aspek politik hukum 

cipta kerja secara keseluruhan, baik secara formal maupun materil.21 

Politik Hukum Formal Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan perUndang-

Undangan pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari politik hukum, karena 

menentukan arah kebijakan hukum suatu negara. Politik hukum formal Undang-

Undang Cipta Kerja dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan, hingga pengundangan. Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja 

bermula dari keinginan politik (Political Will) Presiden untuk membentuk Undang-

Undang Cipta Kerja dengan metode hukum untuk semua/segalanya (Omnibus 

Law).22 

Politik Hukum Material Undang-Undang Cipta Kerja. Politik hukum ini 

berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan negara, yaitu Indonesia sebagai negara 

hukum. Peraturan perundan-gundangan merupakan instrumen penting dalam negara 

hukum, untuk memastikan keteraturan dalam penyelenggaraan negara. Pembentukan 
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peraturan perundang-undangan ini tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan UUD NRI 

Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. 

Peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan publik mempunyai 

indikator konstitusional sebagai pembenar, yaitu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

yang memuat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta tujuan bernegara dan 

fungsi negara dan norma dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Indikator 

konstitusional ini merupakan titik tekan dari politik hukum material yang seharusnya 

tergambar dari materi muatan peraturan perundang-undangan.  

Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai dasar konstitusional untuk 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD 

NRI Tahun 1945. Selain itu, didasarkan juga pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 

1945, berkaitan dengan hak asasi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Untuk itu, pemerintah wajib memenuhi hak atas pekerjaan warga 

negaranya.23 

Kedua, penelitian jurnal Antoni putra, ''Penerapan Omnibus Law dalam Upaya 

Reformasi Regulasi'', dalam tulisan ini mengulas bagaimana seharusnya konsep 

Omnibus Law diterapkan dalam upaya mereformasi regulasi ke arah yang lebih baik. 

Apakah Omnibus Law cukup atau tidak untuk melakukan reformasi regulasi. Dalam 

jurnal ini memaparkan kendatipun konsep Omnibus Law belum terakomodir dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-

Undangan, namun penggunaan konsep ini bukanlah hal terlarang. Konsep Omnibus 
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Law merupakan konsep untuk mengatasi regulasi yang terlalu banyak. Jurnal ini juga 

membahas tentang sejarah omnbus law itu sendiri, serta masalah regulasinya 

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Tak hanya 

selesai di situ saja, penyederhanaan yang dimaksud dalam konsep Omnibus Law juga 

banyak hal perlu diperhatikan, antara lain dalam pelaksanaan pembentukan Omnibus 

Law harus juga partisipatif karena menyangkut kepentingan orang banyak.24 

Ketiga skripsi karya Mustopa yang berjudul “Tugas dan Wewenang Kepala 

Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 24 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2088 tentang Pemerintah Daerah”, 

yang menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah memiliki serangkaian tugas dan 

wewenang, yang meliputi: Tugas kepala daerah yaitu: memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengupayakan 

terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar 

pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.25 

Dalam tugas di atas, seorang kepala daerah tidak dapat menyelenggarakan 

pemerintahan tanpa ada kebijakan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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(DPRD), selain itu seorang kepala daerah harus dapat mengupayakan semaksimal 

mungkin terlaksananya kewajiban daerah walaupun terdapat kesulitan di dalamnya 

dan dapat juga mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

E. Kerangka Teoritik  

1. Teori Politik Hukum 

Politik hukum adalah penentu dari arah sebuah kebijakan hukum atau 

garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan 

pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka 

mencapai tujuan negara.26 Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan 

tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-

hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 

1945. 

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan 

adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan Padmo 

Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang 

menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.27 Di dalam 

                                                             
26 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, 

hlm. 2 
27 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Cet.II, (Jakarta: Ghalia 
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tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan 

mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang 

apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya 

mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.28 

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu 

pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di 

wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.29 

Sedangkan menurut Siti Fatimah politik hukum merupakan ilmu yang tergolong 

muda dibandingkan dengan disiplin ilmu hukum yang lain. Meski demikian, 

kehadiran politik hukum dipandang sangat penting, karena hukum dalam 

perjalannya seringkali dilahirkan bukan hanya dengan rumusan hukum, 

melainkan juga politik. Oleh sebab itu, hukum pelu dipelajari supaya memiliki 

pemahaman yang holistik tentang hukum dan politik.30  

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih 

dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan sosial dengan hukum 

tertentu dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa 

pertanyaan mendasar, yaitu:  

a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 

                                                             
28 Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”, 

majalah Forum Keadilan, No..29, (April 1991), hlm. 65. 
29Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan 

Nasional”, majalah Prisma,  No. 62 Tahun II, (Desember 1973), hlm. 3. 
30 Siti Fatimah, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 1.  



b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai 

dalam mencapai tujuan tersebut; 

c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;  

d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu 

dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk 

mencapai tujuan tersebut dengan baik.31 

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai 

ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau muatan materi politik hukum. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai 

kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah 

kebijakan hukum untuk pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan 

negara, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. 

2. Teori Otomi Daerah  

Otonomi adalah keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik 

yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal untuk mengembangkan 

manusia-manusia Indonesia yang otonom. Individu-individu yang otonom 

menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang ideal. Oleh karena 

itu, penguatan Otonomi Daerah harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi 

setiap pelaku dalam batas-batas yang disepakati bersama sebagai jaminan 

terselenggaranya tatanan sosial. 
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Otonomi Daerah menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa hak, wewenang, dan kewajiban 

Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.32 

Tujuan Otonomi Daerah menurut Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa tujuan 

Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

pelayanan umum, dan daya saing daerah.33 

a. Meningkatkan Pelayanan Umum 

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan 

pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing 

daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat 

merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. 

b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan 

masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan 

meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana 

                                                             
32 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), hlm. 20. 
33 Ibid. 



Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Meningkatkan Daya Saing Daerah 

Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan 

daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keaneka ragaman suatu 

daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu 

Pendapatan Asli Daerah semboyan Negara kita Bhineka Tunggal Ika walaupun 

berbeda-beda tapi tetap satu jua. 

3. Teori Good Governance 

Salah satu teori untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, 

maka perlu diterapkan konsep Good Government Governance (tata kelola 

pemerintahan yang baik) secara nyata. Good Government Governance 

merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh 

pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance 

berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab 

dalam menerapkan standar Good Government Governance (tata kelola 

pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional.34 

Banyak para ahli memaparkan definisi dari Good Governance, yaitu 

sebagai berikut: 
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Menurut Mardiasmo mendefisnikan Good Governance sebagai Suatu 

konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik 

kepada pemerintahan yang baik.35 

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara 

pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- 

masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah 

satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran 

pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan 

infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan 

yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut 

redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. 

Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor 

akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.36 

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran 

salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik 

maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal 

and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini 

birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, 

                                                             
35 Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI, 2018, hlm. 22 
36 Sumarto Hetifa Sj, “Inovasi, Partisipasi dan Good Governance”, (Bandung: Yayasan Obor 

Indonesia, 2003), hlm 1-2 



pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan 

desentralisasi. Di sisi lain juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang 

korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.37 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang membantu perkembangan 

ilmu lain dalam mengungkapkan kebenaran atas suatu fenomena untuk menjawab 

persoalan yang ditimbulkan. 

Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung 

pernak-pernik yang cukup bervariasi sesuai dengan materi, metode, tujuan, dan sifat 

dari penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja 

penelitian. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (Library Research), yakni 

penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, 

dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.38 Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan sumber berbagai data dari buku, jurnal, dokumen, dan 

website yang valid yang berkaitan dengan politik hukum khususnya yang 

berkaitan dengan Omnibus Law dan otonomi daerah. 
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2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang akan menggambarkan 

fenomena yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa dan 

diinterpretasikan kemudian disimpulkan.39 Dalam penulisan penelitian ini, penulis 

menggunakan data dari sumber pustaka yakni peraturan perudang-undangan, 

buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid sebagai penunjang 

untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Cipta 

Kerja dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis 

normatif, yaitu mendekati permasalahan menggunakan norma yang operasional 

mengenai objek penelitian. 

4. Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan primer adalah bahan hukum yang mencangkup seperangkat 

Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan primer yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.  

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 
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3) Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan sekunder merupakan leteratur yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan primier seperti: 

1) Buku Politik Hukum Di Indonesia karya Mahfud MD 

2) Buku Desentralisasi Dan Otonomi Daerah karya S. Haris. 

3) Hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang 

terkait dengan judul penelitian ini.  

c. Bahan Tersier 

Bahan tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder seperti berasal dari 

kamus, ensiklopedia, dan semacamnya yang terkait dengan judul penelitian 

ini. 

5. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. 

Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan 

sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih 

menjadi satuan unit yang dapat dikelola mensintesiskannya, mencari dan 



menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang 

dipelajari.40 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan 

penulisan skripsi ini, maka dengan ini penyusun membagi ke dalam beberapa bab 

secara garis besar adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang mengemukakan tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teori, dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Bab kedua merupakan bab yang membahas teori-teori yang digunakan untuk 

mendalami masalah politik hukum omnibus law dalam kewenangan perizinan 

lingkungan otonomi daerah, yaitu teori politik hukum dan teori otonomi daerah. 

Bab ketiga berisi tinjauan umum kewenangan perizinan Pemerintah Daerah 

yang meliputi, kewenangan perizinan Pemerintah Daerah sebelum dan sesudah 

diterbitkannya Omnibus Law Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. 

Bab keempat merupakan bab yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini. 

Bab ini akan menganalisis kewengan perizinan lingkungan di daerah sebelum dan 

sesudah terbitnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi 

Omnibus Law terhadap otonomi daerah. 
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Bab kelima merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi 

kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 



BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang sudah dikaji sebelumnya, 

maka penulis dapat penyimpulkan bahwa: 

1. Politik hukum Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khususnya 

dalam kewenangan perizinan lingkungan di daerah bertujuan untuk 

mengharmonisasi sistem perizinan antara pemerintah pusat dan 

daerah. Hal ini didasarkan pada konsep Omnibus Law itu sendiri, yaitu 

harmonisasi peraturan perundang-undangan yang selama ini dianggap 

tumpang tindih serta penyederhanaan sistem perizinan yang selama ini 

dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kemudian 

berimplikasi pada sistem pemerintahan daerah yang selama ini telah 

menganut asas desentralisasi, yakni memiliki kewenangan mengurusi 

daerahnya sendiri berdasarkan potensi yang ada tanpa melangkahi 

peraturan yang lebih tinggi serta cita-cita kenegaraan. Adanya 

Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja, melahirkan gejala menguatnya Pemerintah Pusat yang berujung 

sentralisme dan hal ini tentu saja melanggar asas desentralisasi yang 

dijamin oleh UUD 1945. 



B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang didapat oleh penulis, maka saran yang 

dapat diberikan sebagai berikut: 

Kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPR RI), dan Pemerintah Daerah (PEMDA): dengan adanya Omnibus Law UU 

Cipta Kerja hususnya dalam hal perizinan lingungan di daerah, tetap harus 

memperhatikan prinsip-prinsip perizinan lingkungan yang juga diatur dalam UU 

PLH supaya perizinan yang diberikan, tidak berdampak pada elestarian 

lingkungan hidup. Selain itu dalam hal kewenangan, pemerintah pusat juga harus 

memperhatikan prinsip otonomi daerah, supaya tidak terjadi intervensi kekuasaan 

dalam memberikan perizinan khusunya di bidang lingkungan. 
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